
 

 

Abstrak 

Lisda Yusriani “Legalitas Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di 

Indonesia Dihubungan Dengan Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 35 

Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan” 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak diaturnya perkawinan beda agama 

secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Sebagai solusi untuk mengisi 

kekosongan hukum tersebut, pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama 

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan. Hal itu membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan 

beda agama secara hukum. Namun, adanya aturan baru tentang perkawinan beda 

agama yang sama-sama memiliki kedudukan setingkat dalam perundang-undangan 

mengakibatkan terjadinya pertentangan norma. 

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah, pertama untuk mengetahui 

tentang pengaturan hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di 

Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua menjelaskan 

tentang akibat hukum dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptis-analitis, yaitu metode yang 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan 

perkawinan beda agama dan peraturan perundang-undang administrasi 

kependudukan.  

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan, 

Teori Kepastian Hukum dan Teori kemanfaatan hukum, karena untuk memberikan 

keadilan bagi yang melakukan perkawinan beda agama dan kepastian hukum 

karena perkawinan beda agama itu sendiri tidak di atur di dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama 

merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki atau ditutup peluangnya, karena 

adanya larangan-larangan yang bersumber dari masing-masing agamanya. Hal ini, 

menyebabkan setiap peraturan terhadap perkawinan beda agama tidak mempunyai 

dasar hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional. Tidak diaturnya 

perkawinan beda agama dalam Undang-Undang perkawinan, telah menimbulkan 

kekosongan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap 

perkawinan beda agama itu sendiri. Dan menurut Pasal 35 huruf (a) Undang-

Undang Perkawinan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

Perkawinan beda agama hanya dapat dicatatkan oleh lembaga perkawinan dengan 

memperoleh penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.  


